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PUTUSAN
Nomor: 2/Pdt.G/2019/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan
Karyawan Perkebunan Bandar Selamat, tempat tinggal di
Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Asnhan Buyung, SH., Advokat
/Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Advokat &
Penasehat hukum Asnan Buyung Panjaitan, S.H & Rekan
yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 14 Dusun | Desa
Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14
Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kisaran Nomor : 02/KS/2019/PA.Kis. tanggal 02

Januari 2019, sebagai Pemohon,
Melawan:

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan,

Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara

ini;
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DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari
2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan
Register Nomor: 2/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 02 Januari 2019 mengajukan
permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri, yang
menikah pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015, berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/17/X1/2015 yang di keluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan,

tertanggal 30 Nopember 2015.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama
sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu, dan
terakhir tinggal di perumahan perkebunan Bandar Selamat hingga
tanggal 03 Mei 2016.

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul
sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan dari pernikahan
tersebut Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini telah dikarunai
seorang anak, yang bernama Anak kanudng, laki-laki, umur 2 tahun 6
bulan.

4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-
rukun saja , setelah itu tanpa alasan yang jelas pada tanggal 03 Mei
2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan
Termohon yang baru lahir 9 hari.

5. Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut Pemohon mendatangi
Termohon di rumah orang tua Termohon dan mengajak Termohon untuk
kembali ke rumah bersama dengan orang tua Pemohon, namun

Termohon dan orang tua Termohon menolak ajakan dari Pemohon;

6. Bahwa setelah tanggal 03 Mei 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah
rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon bersama

orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua
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Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup
bersama lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa Pemohon telah beriktikad baik untuk menyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak

berhasil;

8. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut diatas
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi
ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada
Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan di atas, Pemohon tidak
bersedia lagi beristrikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisian dan pertengkaran sehingga tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dari itu
Pemohon mengajukan Permohon Cerai Talak ke Pengadilan Agama
dengan harapan semoga Pemohon di beri I1zin untuk bercerai;

10. Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon
mengaharpkan agar ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan
dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkan
dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu raji’l
terhadap Termohon;

3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan per Udang-
undangan yang berlaku;

4. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, diputus dengan putusan yang seadil-adilnya “ ( ex

aequo et bono );
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Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk
pemeriksaan perkara ini, Pemohon diwakili kuasanya hadir dan menghadap
di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya
yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan
tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan oleh
Undang-Undang;

Bahwa, sedianya akan diadakan mediasi untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha
menyarankan kepada Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan
kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil. Kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan di

persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, terhadap pemohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak

dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti berupa:
A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/17/X1/2015 atas
nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan tanggal
30 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di
Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua

Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda ( P );
B. BUKTI SAKSI:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Karyawan Perkebunan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., di
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bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ayah kandung

Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan

Perkebunan Bandar Selamat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis, tetapi sejak 5 bulan setelah menikah
Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
karena Termohon belum ada kerjaan sehingga Pemohon kurang

dalam memberikan nafkah kepada Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu
tahun lebih Termohon sendiri yang pergi meninggalkan Pemohon.

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan
mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena

Termohon tidak mau berubah.

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan

mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. Saksi Il, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Fhotografer, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., di bawah
sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai
berikut:
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Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga

Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan

Perkebunan Bandar Selamat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis, tetapi sejak 6 bulan setelah menikah

Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena
masalah ekonomi, Pemohon kurang dalam memberikan nafkah

kepada Pemohon karena Pemohon belum bekerja.

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun

yang lalu.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati
dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil

karena Termohon tidak mau berubah.

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan

mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan

dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah
dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat

putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang

permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan
tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan
perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena
itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai
legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak
menyuruh orang lain sebagai wakil’kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya
itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan
Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang
dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di
persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat
(1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal
mungkin untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dengan
cara menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun membina rumah tangga
dengan Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon
dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak
dapat dilaksanakan karena, Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun
bulan Mei tahun 2016, yang mana akibat dari perselisihan dan pertengkaran
tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak
pertengahan tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena
tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil
Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk
memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai
bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah dalil-dalil
permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk
meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis
Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana
ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti
surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang akta
otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-
dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.
dan merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menjelaskan
latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan
berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya,
berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri
yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun
1991, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon,
baik bukti tertulis maupun para saksi, maka permohonan Pemohon telah
mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta
yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang masih
terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai satu orang
anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun

yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan
adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2  tahun, telah
nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan (broken
marige) yang tidak mungkin lagi didamaikan, hal mana mengindikasikan
bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum
sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah
SWT dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum Ayat 21:

8855 Jazs (al] 18t 11551 350isl oy 230 515 O il 03
093557 88 LY W3 o B 45355 5355
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia
menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri,
supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga
menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta
kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang
yang berfikir.”
Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit

terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Pemohon yang
dilakukan dalam setiap persidangan agar Pemohon mempertahankan rumah
tangganya dengan Termohon tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap
menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa
Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh
karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa akan lebih besar

mafsadat (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan
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perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari

kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur’an firman Allah Q.S.

al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:
alll oL Bl lgo 5 Ol

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti
dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian
sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak
Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor02/Pdt.G/2019/PA Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp506000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zulkarnain Lubis,
MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Raini dan Ervy Sukmarwati,
S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada
tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Raini Ervy Sukmarwati, S.HI, MH
Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH
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Perincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK ~ Rp. 50.000,-

2. Biaya Panggilan Rp. 415.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai Rp. 6.000.-
Jumlah Rp. 506.000,-

Terbilang: (lima ratus enam ribu rupiah).
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